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BUPATI BUTON
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR [1 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Menimbang

Mengingat

KABUFATEN BUTON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

bahwa unmk melakssnakan ketentuan Pasal 4 Peraturan
Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 lenlaug
Pembentukan dan Susunan Perangkat Dacrah Kabupaten
Buton, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Kedudukan, Susunan Organisssi, Tugas dan Fungsi, seria
Tata Kerjz Sekretariac Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Buton;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahiin 1945;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1955  tentang
Pembentukan Daerah daerah  Tingkar I di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indeonesia Nomor 1822);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2001  tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemertintahan  Daerah  (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 44358);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011  fentang
Pemhentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
0234);

Undang-Uadang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lermbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494;



Menetapkan :

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor Y Tahun 2015 tentang FPerubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang
Pemicrintahan Dacrah [Lembaran Negara Republik Indoncsia
Tahun 215 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintali Womor 18 Tahun 2016 tentang
Peranghat Daerah (Lembaran Negara Republik Indoneeia
Tahun 2016 Nomor 114);

&. Peraturan Presiden Nomor 7 Taliun 2015 tentang Organisasi
Kementerian Negara (Lembaran Negera Republik Indoncsia
Tahun 2015 Nomor 6);

Y. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomer 2 Tahun 2016
lentang Urusan Penerinaban Yang Menjadi Kewcenangan
PMemerintah Kabupaten Buton 8cbagai Daerah Otenomn
(Lembaran Daerah Ksabupaten Buton Tahun 2016 Nomor
112);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016
tentang DPembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten BRuton
Tahun 2016 Nomor 116);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN

ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
SEKRETRIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BUTON.

RBAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

-
'

Daerah adalan Kabupaten Buton.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupater Buton.
Bupati adalah Bupati Buton.

Wakil Bupati adalah Wakil Dupati Buton.
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Ul

1%,
12,

13.

15.

16.

(1)

Dewan Perwalilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut
DPRD sdalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Ruton.

Pimpinan DPRD adalah Kclua can Wakil-Wakil Kctua DPRD
Kabupaten Buton.

Anggota DPRD adalah Anggolan DPRD Kabupaten Buton.
Perangkat Daerzh adalah unsur pembantu Bupati dalam
penyelenggarsan pemerintahan caerah vang terdiri dari
Sekretariat Daerah, Sekretariat DPHED, Inspektorat, Dinas
Dacrah, Badan Dacrah, Kecamatan den Kelurahian.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Buton.

Sekretariat DPRD adalah  Sekretariat DPRD Kabupaten
Buton.

Sekretaris DPRD adalah Sckretaris DPRD Kabupaten Buton.
Bagian adalah Bagian dilingkungan Sckretariat DPRD
Kabupaten Buton.

Kepala Bagian adalah Kepala Bagian di lingkungan
Sekretariat DPRD Kabupaten Buton.

Sub Bagian adalah Sub Bagian di hngkungan Sekretariat
DPRD Kabupaten Bulon.

Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian di lingkungan
Sekreta-iat DPRD Kabupaten Buton.

Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan
Fungsional di lingkungsn Sekretariat DPRD Kabupaten

Buton.

BAR II
KEDUDUKAN

Pasal 2

Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan administrasi dan
pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
Sekretariat DPRD scbagaimana dimaksud pada ayet (1)
dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan
tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Pinpinan DPRD dan sccara
administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Dacrah.



(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

(2)

BAB 1Nl
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Sekrelariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Tipe C.

Sekretariat DPRD scbagaimana dimakeud pada ayat (1)

terdiri atas:

a. Sekretzmiat DPRD;

b. Bagian Umum;

¢. Bagian Humas dan Protokol;

d  Bagian Pereidanpgan; dan

¢, Kclompok Jabatan Fungsional.

Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,

terdiri atas:

a. Sub Bagian Tata Usaha, Kepegawaian dan Perlengkapan
Rumah Tangga: dan

b. Sub Bagian Ksuangan dan Penyusunsn Program.

Bagian Humas dan Protokoler sebagaimana dimaksud pada

ayal (2) huruf ¢, terdiri atas:

a. Sub Bagian Humas, Dckumentasi dan Pelaporan; dan

b. Sub Bagian Protokol dan Perjalanan.

Bagian Persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf d, terdin atas:

a. Sub Bagian Rapat dan Risalah; dan

b. Sub Bagian Hukum, Perundang-lIndangan, Arsip dan
Perpustakaan.

Struktur organisasi Sekretariat DPRD tercantum dalam

Lampiran Peraturan Bupau ini.

Pasal 4

Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), huruf
b, huruf ¢, dan huruf d, dipimpin oleh scorang Kepala
Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Sekretaris DPRD.

Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 avat (3|,
avat (4], dan ayat (5), dipimpin oleh seorang Kepala Suh
Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kcpada
Kepela Bagian.



BAB IV
TUGAE DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

(1) Sckrctariat DPRD  wmempunyai tugas menyelenggarakan

(2)

(1)

(2)

administrasi kesekretanatan dan keuangar, mendukung
pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan
dan mengoordinasikan tenage ghli yang diperlukan oleh
NPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sessual
dengan kebutuhan.

Sekretariat DPRD dalam melaksanakan lugas scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
b. penvelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan

d. penyediaan dar  pengoordinasian tcnagea ahli yang

diperlukan oleh DPRD.

Bagian Kedua
sSekretans DPRED

Pasal &

Sekretaris  DPRD  mempunyal tugas memimpin dan
menvelengzarakan administrasi kesekretariatan dan
keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD,
sertz menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli
vang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan

fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimasud pada ayat [1) menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan administrasi  kesckretariatan dan
keuangan,

b. pemberian dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi
DPRD;

c. perivedlaan dan pehgoordinasian tenage ahli  yang
diperlukan cleh DPRD dalam melaksanakan hak dan

fungsinya sesuai dengan kebutuhan;



(1)

(2)

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan
DPED sesuail dengan tugas dan fungsinya; dan
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Rupati

scsual dengan tugas dan lungsinya.

Bagian Ketiga

Bagian Umum
Pasal 7

Kepala Bagian Umum mempunval tugas melaksanakan

sebagian tugas Sekretariat DPRD yang meliputi urusan tata

usaha, kepocgawalan, peorlengkapan, rumah  tangga,
keuangan, dan penyusunan program, serta pendidikan dan
pelatihan

Kepala Bagian Umum dalam melaksanakan tugas

sehagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan

fungsi:

a. pelaksanaan pengelolaan rumah tangga DPRD, rumah
jabatan Pimpinan DPRD, dan gedung DPRD;

b. pelaksaan urusan pengelolaan penggunaan kendaraan
dinas, pemeliharaan barang-barang lainya, scrta
pemboinaan Ketertiban dan keamanarn:

c. pelaksanaan pengelolaan urusan surat-menyurat, arsip,
kepegawaian, pendididikan dan pelatihan, serta
pengelolaan perlenghkapan;

d. pelaksaan urusan penyusunan program,; dan

e. Peolaksaan tugas lain yang di berikan oleh Sekretans

NPRN sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepegawaian dan Perlengkapan

Rumah Tarngga mempunyal tugas:

1.

Menyusun rencana kerja sub bagian Tata Usaha,
Kepegawaian dan Perlengkapan Rumah Tangga,
Melaksanakan  kegiatan  pengelolaan surat-menyurat,

kearsipan, kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan;

. Melakukan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan

Sckretarial DPRD,



4.

3.

Melaksanakan kegiatan pengelolaan perlengkapan dan
rumah tangga, rumah jabatan Pimpinan DPRD, serta gedung
DPRD:; dan

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh <cpala Bagian

Umum sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paszal &

Kepala Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program

mempunyal fugas:

1.

(1)

(2)

Menyusun rencans Kkerja sub bagian keuangan dan
penyusunan Program;

Melaksanakan kegiatan opembukuan atas penernimaan dan
pengeluaran keuangan DPRD,

Melaksanakan kegiatar pengelolaan administrasi keuangan,
perbendaharaan, penyusunen program dan penyusunan

anggaran;

. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala bagian

Umum sesual dengan Lugas dan fungsinya; dan
Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada

atasan.

Bagiar Ketiga

Bagian Humas dan Protokoler

Pasal 10

Kepala Bagian Humas dan Protokcler mempunyai tugas
melaksanakan kegiatan administrasi perjalanan Sekretanat
DIRD, Dimpinan den Angsota DPRD, melaksanakan
pelayanan kepada Pers dan peliputan, melaksanakan
dokumentasi, dan publikasi kegiatan Pimpinan dan Anggota
DPRD, serta hubungan masyarakat.

Kepala Bagian Humas dan Protokoler dalam melaksanakan
tugas sebagaimsna dimaksud pada ayat (1)
menyclenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana perjalanan dinas pegawal,

Fimpinan dan Anggota DPRD;



b. Pelaksanaan urusan administrasi perjalanan Dinas
Keprotokolan DPRD dan penerimaan tamu Pimpinan
DPRD;

c. Pelayanan terhadap pers dan peliputan;

d. Pelaksanaan publikasi dan pelaporan atas kegiatan
DPRD: dan

c. Pelakseénaan tugas lain yvang di berikan oleh Sckretaris

DFPRD sesuai dengan tuges dan lungsinya.

Pasal 11

Kepala Sub Bagian Humas, Dokumentasi dan Pelaporan

ICITIPUIY Al Lugeas:

1. Menyusun rencana kerja sub bagian humas, dokumentasi
dan pelaporan;

2. Mcngumpulkan bshan petunjuk  tckmis  pelaksanaan
pelayanan pers melalui media cetak dan mecdia elektronik,
koordinasi interen dan eksteren, serta hubungan

kemasyzsrakatan,

3. Melaksanakan urusan dokumentasi dan puklikasi;

4. Menyusun laporan kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD;
dan

Melaksanakan tugas lain vang diberikan olch Kepala bagian

U

Humas dan Protokeoler sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pazal 12

Kepala Sub Bagian Protokel dan Perjalanan mempunyal tugas:

1. Menyusun tencana kerja sub  baglan protokel dan
perjalanarn;

2. mengumpulkan bahan petunjuk teknis pelaksanaan urusan
kepretokolan dan perjalanan Dinas;

3. mencrimna lamu Pimpinan dan Anggotan DPRD;

4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala bagian

Humas dan Protokoler sesuai dengan tugas dan fungsinya;

dan

5. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada

atasan.



Bagian Keempat

3agian Persidangan

Pa=al 13

(1) Kepala Bagian Perzidangan mempunysai tuigas

(2)

wenyelenggarakan pembuatan risalah rapat-rapat DPRD,

mengatur dan mengkoordinasikan penyelenggaraan rapat,

mempublikasikan kegiatan  sidang DPRD, memfasilitasi

hubungan masyarakat dengan DPRD, mengumpulkan

referensi Peraturan Perundang-Undangan, serta pengelolaan

dan pengembangan perpustakaan.

Kepala Bagian Persidangan dalam melaksanakan  lugas

schagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan

fungsi:

a. Penyelenggaraan pembuatan risalan rapat-rapat DPRD,

b. Penyiapan, pengaturan, dan pengkoordinasian
peclaksanaan rapat DPRD;

¢. Penyiapan kelengkapan rapal-rapal DPRD;

d. Pengumpulan refensi Peraturan Perundang-Undangan
serta penyediaan dan pengembangan perpustakaan;

e, Pelaksanaan puhlikasi sidang dan kegiatan DPRD;
Pelaksanaan dan pengelolaan perpustakaan DPRD; dan

g. Pelaksaan tugas lain yang di berikan oleh Sckretaris

DPRD sesuai dengan tugas pokek dan fungsinya.

Pasal 14

Kepala Sub Bagian Rapat dan Risalah mempunyai tugas:

1.

b

ha

o

Menvusun rencana kerja sub bagian rapat dan risalah;
mengumpulkan bahan pctunjuk telknis pelaksanaan urusan
rapat dan risalah;

menyiapkan agenda persidangan dan jadwal kegiatan rapat,
melaksanakan pembuatan notulen/risalah rapat;
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala bagian
Persidangan sesuai dengan tugas dan fungsmya; dan

Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada

atasan.



Pasal 15

Kepala Sub Bagian Hukum, Perundang-Undangan, Arsip dan

Perpustakaan mempunyai tugas:

1. Menvusun rencana kerja Sub Bagian Hukum, Perundang-
Undangan, Arsip dan Perpustalkaan;

2. Mengumpulkan bahan petunjuk tekn:s pelaksanaan urusan
Hukum, Perundang-Undangan, Arsip dan Perpustakaan;

3. Mengumpulkan dan menyiapkan referensi Peraturan
Perundang-Undangan;

4. Menyusun keputusan-keputusan DPRD,;

5. Menata dan mengumpulkan buku peraturan Perundang-
Undangan;

6. Mengelolah pengembangan perpustaksan, seria menata
Kearsipan Bagian Persidangan;

7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala bagian
Persidangan sesuai dengan tugas dan lungsinya; dan

8. Menyusun dan melsporkan hasil pelaksanaan tugas kepada

atasan.

BAB Y
TATA KERJA

Pasal 16

Setiap ursur di  lingkungan Sekretanat DPRD dalam
melaksanakan tugas dan fungsi harus menerapkan prinsip
konrdinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan
Sekretarint DPRD sendiri, maupun dalam hubungan antar
Sekretariat DPRD dengan perangkal dacrall danjatau lembaga

lain yang terkail.
Pasal 17

(1) Setiap pimpinan unit organisasi hertanggungjawab
memimpin  dan  mengoordinasikan  bawahan  dan
memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan

rugas sesuai dengan uraian lugas yang tclah ditetapkan.



(2) Pengarzhan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan dengan penuh
tangoungjawab  serta dilaporkan secara  berkala sesuail

dengan ketentuan peraturan pecrundang-undangan.

Pa=al 18

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi
harus melakuakan pembinaan dan pengawasan terhadap unit

organisasi dibawahnya.

Pasal 19

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, setiap
pejabat di lingkungan Sekretariat DPRD dapat mendcelegasikan
kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu
Eselon
Pasal 20
(1) Sekretaris DPRD merupakan jabstan struktural eselon Ilb
atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
(2} Kepala Bagian merupakan jabatan struktural eselon lla

atau jabatan administrator.

(3] Kepala Sub Bagian merupakan jabatan struktural esclon IVa

atau jabatan pengawas.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian
Pasal 21

(1) Sekretaris DPRD diangkal dan diberhentikan oleh DBupati
alas persetujuan pimpinan DPRD setelah berkonsultasl
dengan pimpinan fraksi

(2) Kepala Bagan, Kepala Sub Bagian diangkat dan

diberhentican nlsh Supat.



(3) Pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dan avat [2), berpedoman pada ketentuan

peramiran penindarg-undangar.

BAD VII
PEMBIAYAAN

Pagal 32

(1) Segala biava yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan
fungsi dilingkungan Sekretariat DPRD dibebankan pada
Angparan Pendapatan darn Belanja Darrah.

(2) Sclain biaya yang bersumber dar Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayatl (1),
Sekretarial DPRD dapat diberikan bantuan pembisyaan
sesuai ketentusn peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

BAB VNI
KETENTUN LAIN-LAIN

Pasal 23

Jenjang jabatan dan Kepangkatan serta susunan kKepegawaian
diatur sesaai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Pasal 24

Dilingkungan Sekretariat DPRD dapat dibentuk Kelompok
Jabalan Fungsioual sesuai kebutuhan berdasarkan peraturan

perundang-undangar:.

BAD IX
KETENTUAN PERALIHAN

Paszal 25

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam

Peraturan Bupati ini dilaksanakan mulai Tahun 2017



BAB X
PENUTUP

Fasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati
Buton Nomor 29 Tahun 2013 tentang Kedudukan, Tugas Pokok,
Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyar
Daerah Kabupaten Butor, dicabul dan dinvatakan tidak berlaku

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal dilelapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkar
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannys
dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 13 Oktober 2016

PARAF
CERDA J\ BUPATI RUTON,
AT 1T ¢
CEkwaty o
oos Hugum 9\1 SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN
bppe  ONPEL ‘E




BAB X
PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati
Buton Nomor 29 Tahun 2013 tentang Kedudukan, Tugas Pokok,
Fungsi dan lata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyal
Daerah Kabupaten Buton, dicabut dan cinyatakan t:dak berlaku

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar sctiap orang  mengetahuinya, memerintahkarn

pengundangan Peraturan Bupatl ini dengan penempatannya

dalam Rerita NDzerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 13 Oktober 2016

PARAF
Ate rfg BUFATI BUTON,
TERNAN
: Cap/TTD
Koese Hupom

s | F

Fhpae ONTEE SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN

Diundangkan
pada tanggal

i Pasarwajo
H=ToRER 2016

Plt. SEKRETA DAERAH KABUPATEN,

KAS|IM, SH
Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 19580101 198903 1 012

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2016 NOMOR 53 T
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